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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN
2013 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6

Menimbang

TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23, Pasal
33, Pasal 47, Pasal 65, Pasal 90, Pasal 103, dan Pasal
112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah
Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

bahwa untuk memenuhi dinamika yang berkembang
di dunia internasional dan perkembangan hukum
dalam masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
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Mengingat

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian perlu
diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5894);



Menetapkan
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31
TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
KEIMIGRASIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor
31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5894) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 32
(1) Tanda Masuk bagi Orang Asing pemegang Visa
tinggal terbatas berlaku sebagai Izin Tinggal
terbatas yang bersifat sementara untuk jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari.
(2) Tanda Masuk bagi Orang Asing pemegang Visa
tinggal terbatas dalam rangka bekerja dapat
berlaku sebagai Izin Tinggal terbatas sesuai

dengan jangka waktu yang tercantum dalam Visa.
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Ketentuan ayat (1) Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 51

(1) Masa berlaku Paspor biasa paling lama 10
(sepuluh) tahun sejak tanggal diterbitkan.

(2) Masa berlaku Paspor biasa yang diterbitkan bagi
anak berkewarganegaraan ganda tidak boleh
melebihi batas wusia anak tersebut untuk
menyatakan memilih kewarganegaraannya.

(3) Batas usia anak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditentukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ayat (1) Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 53

(1) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
menerbitkan Paspor biasa dalam waktu paling
lama 4 (empat) hari kerja sejak ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
terpenuhi.

(2) Batas waktu penerbitan Paspor biasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga
terhadap Paspor biasa yang diterbitkan oleh

Pejabat Dinas Luar Negeri.

Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 71
(1) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
bertanggung jawab atas pengadaan blangko
Paspor biasa dan Surat Perjalanan Laksana

Paspor.



(2)

(3)

(4)

(9)
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Menteri Luar Negeri bertanggung jawab atas
pengadaan blangko Paspor diplomatik dan Paspor
dinas.

Pengadaan  blangko Paspor biasa, Surat
Perjalanan Laksana Paspor, Paspor diplomatik,
dan Paspor dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) merupakan dokumen negara
yang memuat informasi yang bersifat rahasia
dapat dilakukan melalui penunjukan langsung
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pelaksanaan pengadaan blangko Paspor biasa
dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pelaksanaan pengadaan blangko Paspor
diplomatik dan Paspor dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan

Menteri Luar Negeri.

Ketentuan ayat (1) Pasal 106 diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 106

Visa tinggal terbatas dapat diberikan kepada
Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal
102 ayat (2) pada saat kedatangan di Tempat
Pemeriksaan Imigrasi tertentu.

Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan Visa tinggal terbatas saat
kedatangan yang diberikan untuk tinggal dalam
rangka bekerja untuk waktu paling lama 1 (satu)

bulan.



